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Fungsi dan Kedudukan Bahasa Mandarin 
di Indonesia

Hermina Sutami

Abstrak
Sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998 Bahasa Mandarin dapat diibaratkan sebagai jamur yang 
tumbuh subur saat musim hujan. Secara tiba-tiba bahasa itu menjadi terkenal, menjadi bahasa asing 
kedua sesudah Bahasa Inggris yang paling “dicari-cari” oleh perusahaan. Mengingat kebutuhan di 
masyarakat kita, banyak kepala sekolah beranggapan Bahasa Mandarin perlu diajarkan, bukan hanya 
di SMA saja, bahkan mulai dari SD. Apakah para kepala sekolah sudah mengetahui bahwa negara 
kita mempunyai Kebijakan Bahasa Nasional yang mengatur pengajaran bahasa asing? Bila ketentuan 
Pemerintah dilanggar apa sanksinya? Bagaimana sosialisasi Pemerintah terhadap Kebijakan Bahasa 
yang dikeluarkannya agar sekolah mengetahui dengan jelas bahwa pelaksanaan pengajaran Bahasa 
Mandarin sudah sesuai dengan kebijakan yang digariskan Pemerintah?  Mengapa di masyarakat timbul 
bermacam-macam persepsi tentang tujuan pengajaran bahasa ini? Apakah tujuan ini masih sama 
seperti 30 tahun ketika masih berdiri sekolah Cina/Tionghoa? Tujuan pengajaran Bahasa Mandarin 
berhubungan dengan kedudukan dan fungsi Bahasa Mandarin di Indonesia dewasa ini. Kedudukan 
dan fungsi Bahasa Mandarin, termasuk bahasa asing lainnya sudah diatur dalam Politik Bahasa 
Nasional dan Kebijakan Bahasa Nasional. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya  di masyarakat, mengapa 
berjalan seakan tanpa arah? Di mana peran Kemdikbud? Banyak keluhan mengenai tujuan pengajaran, 
bahan ajar, guru, dan  kurikulum. Artikel ini berusaha memberi jalan keluar untuk mengatasi masalah 
yang terjadi dengan berpijak kepada Politik Bahasa Nasional dan Kebijakan Bahasa Nasional.

Kata kunci 
Bahasa Mandarin, kedudukan, fungsi, Politik Bahasa Nasional, Kebijakan Bahasa Nasional 

Abstract
Since Political Reformed in 1998, teaching of Mandarin language burst out everywhere. Many schools—
from primary until senior high school, even kindergarten—teach Mandarin. Having skill in Mandarin 
has become one prerequisite for new employees recruitment. In order to anticipate this situation, many 
schoolmasters without having understanding about our National Language Political Policy thought that 
Mandarin should be taught. They do not know that after nearly 30 years Mandarin was prohibited,  the 
teaching Mandarin planning is really hard to be realised. There is no Mandarin language teacher, text 
book for Indonesian students, curriculum and syllabus, etc. In fact, many schools try to find old people 
who were educated in Chinese Schools before the era of late President Suharto to teach Mandarin. The 
result is far from what they expect. The Department of Education and Culture tried to overcome these 
problems, but there are still many problems facing us. This paper tried to show the problems, and gave 
suggesstion to overcome.

Keywords 
Mandarin language, status, function, National Language Political Policy
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1. Pengantar

Setelah berlangsungnya Reformasi pada bulan Mei 1998, Bahasa Mandarin 
kembali diajarkan secara terbuka setelah sekitar 30 tahun dilarang. Dengan naiknya 
Gus Dur menjadi presiden RI tahun 2000 diterbitkan Keppres no.6 tahun 2000 tentang 
diperbolehkan orang Cina1 menjalankan segala bentuk ekspresi kebudayaan Cina, 
termasuk mempelajari Bahasa Mandarin beserta aksaranya. Dengan adanya Keppres 
ini serta merta minat mempelajari Bahasa Mandarin tersalurkan secara terbuka2 dalam 
bentuk formal, nonformal, dan informal. 

Pengajaran itu dilaksanakan dalam bentuk kursus, les privat, pelatihan, pelajaran 
intra/ekstrakuriler, mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib di pelbagai program studi 
Cina perguruan tinggi di Indonesia. Sudah 14 tahun keadaan demikian berlangsung. 
Apakah pengajaran Bahasa Mandarin sudah dikembangkan dan ditata dengan baik 
atau malahan berjalan tanpa arah? Apa Pemerintah—Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan—sudah menjalankan kebijakan mengenai Bahasa Mandarin sesuai Politik 
Bahasa dan Kebijakan Bahasa Nasional? Apakah tujuan pengajaran Bahasa Mandarin 
dewasa ini sama seperti saat belum dilarang tahun 1967? Apa sudah dilakukan 
sosialisasi Kebijakan Bahasa Nasional sehingga penyelenggara satuan pendidikan—baik 
formal maupun nonformal—memiliki arah yang jelas dan pasti dalam melaksanakan 
pengajaran bahasa ini? Apa strategi pemerintah menghadapi tuntutan pengadaan tenaga 
guru dan dosen Bahasa Mandarin di masyarakat? Apa manfaat kerja sama dengan 
pemerintah RRT di bidang ini bagi siswa, guru dan satuan penyelenggara pendidikan? 
Pertanyaan-pertanyaan di atas timbul karena banyak keresahan dan keluhan terhadap 
pelaksanaan pengajaran Bahasa Mandarin di Indonesia.3

Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan di atas berlandaskan payung hukum 
dalam bahasa, yakni Politik Bahasa Nasional dan Kebijakan Bahasa Nasional. Politik 
Bahasa dan Kebijakan Bahasa Nasional harus menjadi acuan dalam kegiatan ajar 
mengajar Bahasa Mandarin di bumi Indonesia. Dengan demikian, institusi satuan 
pendidik penyelenggara pengajaran Bahasa Mandarin tidak berjalan tanpa arah. Yang 

1	  Kata Cina berpadanan dengan Tionghoa dan Tiongkok tanpa konotasi makna negatif apapun. Setelah 
Reformasi tahun 1989 kata cina seringkali diganti kata china yang dilafalkan dalam lafal Bahasa Inggris, 
sehingga kita jumpai orang China, negara China, bahasa China dalam koran berbahasa Indonesia. Hal ini 
tidak mendukung usaha Pemerintah melalui Badan Bahasa untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai 
tuan rumah di negaranya sendiri. Secara tertulis, kata china mengandung gugus konsonan ch yang tidak 
ada dalam Bahasa Indonesia. Lalu timbul masalah bagaimana melafalkannya dalam Bahasa Indonesia 
[c’hina] atau apa?

2	 Semasa pemerintahan Suharto pengajaran Bahasa Mandarin diadakan secara diam-diam dalam bentuk 
kursus privat, di samping pengajaran Bahasa Mandarin secara resmi yang diakui pemerintah di FIBUI 
dan FS Universitas Darma Persada.

3	  Informasi lengkap tentang pengajaran Bahasa Mandarin di Indonesia dapat dibaca pada surat yang 
dikirim oleh Dra. Inny C.Haryono kepada Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia  di 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tertanggal 15 Juni 2012, nomor surat 179/DPP-APPBMI/VI/2012.
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tak kalah penting adalah konsistensi Pemerintah dalam menjalankan Kebijakan ini.

2. Politik Bahasa Nasional dan Kebijakan Bahasa Nasional

Negara kita sudah mempunyai aturan mengenai pembinaan, pengembangan, 
pembakuan dan pemeliharaan mengenai bahasa dan sastra yang mencakup Bahasa 
Indonesia, bahasa daerah dan pemakaian bahasa asing guna kepentingan nasional. 
Aturan itu tertuang dalam Politik Bahasa Nasional dan Kebijakan Bahasa Nasional. 

Kerangka Politik Bahasa Nasional disusun atas dasar hasil Praseminar Politik 
Bahasa Nasional I tanggal 29—31 Oktober 1974 yang dilaksanakan di Jakarta, dan Seminar 
Politik Bahasa Nasional II pada 25-28 Februari 1975 yang juga dilaksanakan di Jakarta.

Tujuan akhir seminar kedua adalah pemanfaatan kebijaksanaan bahasa nasional 
sebagai alat untuk kepentingan pembangunan bangsa (Amran Halim 1984:12). 
Kebijakan tentang bahasa ini harus terencana, terarah dan terperinci agar fungsi serta 
pemakaian Bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing dapat diketahui secara 
tepat dan jelas. Kata “pemakaian” berhubungan dengan kedudukan sebuah bahasa. 
Amran Halim, Kepala Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen 
Pendidikan Kebudayaan saat itu menyatakan pendapatnya (Amran Halim 1984: 13):

Pembedaan fungsi ini memungkinkan kita menempatkan bahasa-bahasa asing tertentu, terutama 
bahasa-bahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan Prancis, pada kedudukan yang tidak lebih dari 
penggunaannya sebagai alat perhubungan antarbangsa, sebagai alat yang memungkinkan kita 
mengambil faedah dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdapat di negara-
negara lain, dan sebagai salah satu sumber bahan untuk memperkaya bahasa nasional kita.

Melalui pernyataan di atas tampak jelas bahwa Politik Bahasa Nasional tidak 
hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Bahasa Indonesia dan bahasa 
daerah saja, melainkan mencakup bahasa-bahasa asing yang ada di Indonesia, tak 
terkecuali Bahasa Mandarin, sekalipun pada tahun 1975 pengajaran Bahasa Mandarin 
belum diperbolehkan. Dengan demikian, Politik Bahasa Nasional memiliki jangkauan 
masa depan yang jauh ke depan.  Kebijakan bahasa apa pun yang akan diambil harus 
memperhatikan fungsi dan kedudukan bahasa yang dimaksud. 

Hal itu mempunyai konsekuensi kepada para penyelenggara satuan pendidikan. 
Mereka harus memahami dengan jelas dan pasti alasan pengajaran Bahasa Mandarin 
di sekolah, kursus atau pelatihan yang dipimpinnya, bukan karena alasan ikut-ikutan, 
ngtrend, atau alasan lain yang tidak terdapat dalam Politik Bahasa Nasional.

Politik Bahasa Nasional diperkuat oleh Kebijakan Bahasa Nasional. Rumusan 
Kebijakan Bahasa Nasional didasarkan pada hasil Seminar Politik Bahasa tanggal 8-12 
November 1999di Cisarua, Bogor. Kebijakan ini memberi perhatian khusus terhadap 
pengembangan pengajaran dan bahasa pengantar (Hasan Alwi 2003:8). Pengembangan 
pengajaran sangat relevan dengan pengajaran Bahasa Mandarin di Indonesia, karena 
bahasa ini sangat diminati oleh para kepala sekolah dari SD—bahkan taman kanak-
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kanak—sampai SMA untuk diajarkan kepada anak didiknya. Pertanyaannya, apakah 
pengajaran Bahasa Mandarin dilaksanakan sesuai selera kepala sekolah karena merasa 
bahasa itu sedang ngetrend? Kalau demikian, di mana gerangan Kebijakan Bahasa 
Nasional tentang pengajaran bahasa asing yang harus diketahui, ditaati dan dijalankan 
oleh satuan pendidikan? Apakah penyelenggara satuan pendidikan mengetahui 
Kebijakan Bahasa Nasional ini? Apakah Badan Bahasa—sebelumnya bernama Pusat 
Bahasa—sudah mensosialisasikannya?

Seminar Kebijakan Bahasa Nasional berlangsung setelah Reformasi 1998, 
pembahasan tentang Bahasa Mandarin tak terhindarkan. Masalah pengembangan 
pengajaran Bahasa Mandarin menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Seminar 
itu karena merupakan aspek penting dalam pengajaran Bahasa Mandarin di Indonesia. 
Pengembangan pengajaran baru dapat dilaksanakan dengan benar bila kedudukan dan 
fungsi Bahasa Mandarin di Indonesia telah ditetapkan dengan tepat dan jelas. Setelah 
itu, baru dibuat rencana strategis pelaksanaan pengajarannya.  

3. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Mandarin di Indonesia 

Untuk menentukan fungsi Bahasa Mandarin di Indonesia, harus diketahui 
lebih dahulu kedudukan bahasa itu. Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional tidak perlu dibahas lagi. Yang perlu dilakukan adalah memperjelas apa yang 
dimaksud “bahasa daerah” dan “bahasa asing”, mengingat sejumlah warga keturunan 
Cina berpendapat Bahasa Mandarin merupakan bahasa daerah karena munculnya 
istilah Huazu atau ‘suku Tionghoa’ . Dengan hadirnya Huazu, warga keturunan Cina 
menganggap orang Cina di Indonesia juga menjadi salah satu suku di Indonesia seperti 
suku Jawa, Sunda, Menado, Dayak, dan sebagainya. Melalui definisi Hasan Alwi dan 
Dendy  Sugono (2003: xii-xiv) tampak jelas kedudukan Bahasa Mandarin di Indonesia 
apakah termasuk bahasa daerah atau bahasa asing: 

“Bahasa asing di Indonesia adalah semua bahasa, kecuali bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, 
dan bahasa rumpun Melayu.”

Dua alasan lainnya,

“[...] karena bagaimanapun bahasa Cina secara genetis bukan bahasa yang tergolong ke dalam 
rumpun bahasa Austronesia, apalagi di kawasan Nusantara”. 

“Bahasa asing yang berfungsi sebagai bahasa ibu warga negara Indonesia kelompok etnis tertentu 
tetap berkedudukan sebagai bahasa asing”.

Dengan demikian, kedudukan Bahasa Mandarin sama halnya seperti Bahasa 
Arab, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris. Walaupun Bahasa Arab, Bahasa Belanda, Bahasa 
Mandarin merupakan bahasa ibu sebagian warga negara Indonesia keturunan Cina, 
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Arab, Belanda, Inggris/Amerika, tetapi bahasa-bahasa itu tetap merupakan bahasa 
asing. 

Setelah kedudukan Bahasa Mandarin ditetapkan dengan jelas, perlu dipertegas 
fungsinya. Kartono (1984:125) sependapat dengan Retmono (1984:133) mengatakan 
bahasa asing berfungsi sebagai alat komunikasi dengan bangsa lain guna membantu 
mempercepat proses pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Bahasa-bahasa asing 
itu perlu dikuasai dengan tujuan untuk memanfaatkan ilmu dan teknologinya dalam 
menyikapi persaingan bebas di era globalisasi ini. Melalui penguasaan bahasa asing 
diharapkan terjadi pengalihan ilmu dan teknologi serta informasi lainnya dalam bahasa 
asing itu secara langsung, tanpa melalui terjemahan. 

Melalui uraian di atas jelaslah fungsi pengajaran Bahasa Mandarin di Indonesia, 
bukan untuk “mencinakan” kembali warganegara Indonesia keturunan Cina seperti pada 
masa penjajahan Jepang (1942-1945)4.  Bagaimana cara menyadarkan sekolah atau kursus 
yang mempunyai  tujuan pengajaran seperti di atas? Bukankah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan harus secara berkesinambungan membimbing dan memantau jalannya 
pengajaran bahasa ini? Bila ada sekolah atau kursus yang “membandel”, sanksi apa yang 
akan diberikan? Di sini perlu peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, karena para 
petugas dari Dinas Pendidikan ini langsung berhubungan dengan sekolah dan tempat-
tempat kursus. Keputusan Kebijakan Bahasa Nasional tentang pengajaran Bahasa 
Mandarin hendaknya disebarluaskan kepada semua satuan pendidikan. Di samping 
itu di setiap kabupaten/kota dibentuk tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) 
Bahasa Mandarin. Dinas Pendidikan setempat perlu memantau kegiatan tim MGMP 
Bahasa Mandarin agar tim ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan 
pribadi atau negara asing. 

Yang harus ditanamkan kepada masyarakat umum—baik penyelenggara satuan 
pendidikan maupun masyarakat awam—adalah Bahasa Mandarin merupakan bahasa 
asing. Pengajarannya bertujuan memajukan bangsa dalam menghadapi persaingan 
dunia yang semakin ketat. Jadi, kepentingan mengajarkan dan mempelajari Bahasa 
Mandarin adalah untuk kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
bukan untuk kepentingan golongan keturunan Cina seperti pada zaman lampau.

Pembinaan dan pengembangan Bahasa Mandarin perlu dilakukan agar fungsinya 
sebagai bahasa asing dapat dilaksanakan. Pembinaan yang dimaksud adalah (Alwi dan 
Dendy 2003:9):

4	 Mulai 1 Agustus 1942 pemerintah Jepang hanya membolehkan sekolah berbahasa Indonesia dan 
bahasa Cina terus beroperasi. Semua anak Cina Peranakan yang sebelumnya bersekolah di HCS harus 
pindah ke sekolah berbahasa Mandarin. Penguasa Jepang memperlakukan Cina totok dan peranakan 
sebagai “sama-sama tak berharga dan memaksa agar organisasi mereka menjadi satu”. Cina peranakan 
dianjurkan belajar Bahasa Mandarin (Suryadinata 1984:156).
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”Pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Usaha-usaha 
pembinaan itu mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang 
dilakukan, antara lain, melalui pengajaran dan pemasyarakatan.” 

Dalam pembinaan tercakup kegiatan meningkatkan mutu pengajaran Bahasa 
Mandarin:
1)	 pengembangan kurikulum; 
2)	 pengembangan bahan ajar yang sesuai kebutuhan siswa dan perkembangan 

metodologi pengajaran bahasa;
3)	 pengembangan tenaga pengajar Bahasa Mandarin yang profesional;
4)	 pengembangan sarana pengajaran Bahasa Mandarin yang memadai;
5)	 pemanfaatan teknologi informasi dalam Bahasa Mandarin.

Di samping membina, Bahasa Mandarin perlu dikembangkan. Definisi 
pengembangan (Alwi dan Dendy 2003: 13):

“upaya meningkatkan mutu bahasa agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan 
masyarakat modern. Upaya pengembangan itu, antara lain, meliputi penelitian, pembakuan, dan 
pemeliharaan” 

Dalam pengembangannya sebagai bahasa asing, perlu dilakukan penelitian yang 
memberi manfaat: 
1)	 Mengembangkan metode pengajaran Bahasa Mandarin di Indonesia guna 

meningkatkan mutu pengajarannya.
2)	 Menyusun buku ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa Indonesia.
3)	 Melakukan penelitian terhadap masalah penguasaan bahasa di bidang leksikon, 

gramatika, fonologi, fonetik, semantik, pragmatik. 
4)	 Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar para guru melalui 

pelatihan.
5)	 Mengembangkan teori pengajaran Bahasa Mandarin.

Pembakuan dan pemeliharaan Bahasa Mandarin tidak dilakukan karena Bahasa 
Mandarin merupakan bahasa asing.  

Jika diurutkan terbalik, pembinaan dan pengembangan Bahasa Mandarin baru 
dapat dilakukan setelah fungsinya diketahui dengan jelas dan tepat. Untuk mengetahui 
fungsi, lebih dahulu ditetapkan kedudukannya: sebagai bahasa daerah atau bahasa 
asing.  Langkah selanjutnya, menyusun rencana strategis pengajaran. Urutan tersebut 
dapat dilihat seperti di bawah ini.

Pembinaan dan pengembangan ← fungsi ← kedudukan ←  Politik Bahasa Nasional 
dan Kebijakan Bahasa Nasional
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4. Rencana Strategis Pengajaran Bahasa Mandarin di Indonesia

Politik Bahasa Nasional dan Kebijakan Bahasa Nasional merupakan “payung 
hukum” yang menaungi semua kebijakan dalam pelaksanaan pengajaran Bahasa 
Mandarin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban dan berkepentingan 
merealisasikannya ke semua lapisan pendidikan, dari tingkat formal seperti pendidikan 
menengah (sekolah menengah dan sekolah kejuruan) dan pendidikan tinggi (universitas, 
akademi), sampai tingkat nonformal, informal (kursus, pelatihan, dan sebagainya). 
Kemdikbud juga harus mensosialisasikan bahwa tujuan pengajaran Bahasa Mandarin 
dewasa ini tidak sama atau berbeda dengan 30 tahun lalu.

Pengajaran bahasa ini harusdiatur dan ditata, karena dalam pelaksanaan di 
lapangan ditemukan kasus-kasus yang tidak sesuai atau menyimpang. Hal itu membuat 
pengajaran Bahasa Mandarin berjalan sesuai selera kepala sekolah atau penyelenggara 
kursus, sehingga kebermanfaatannya dalam mentransfer ilmu dan teknologi asing 
menjadi sebuah pertanyaan besar. 

Usulan rencana strategis ini didasarkan pada kondisi nyata dan kebutuhan siswa 
Indonesia saat ini, bukan didasarkan pada kondisi tahun 60-an ketika sekolah Cina 
masih berdiri. Pada masa lalu sekolah berbahasa Mandarin diperuntukkan bagi anak-
anak keturunan Cina. Dewasa ini pengajaran bahasa itu ditujukan kepada seluruh anak 
didik di Indonesia tanpa mempedulikan keturunan Cina atau bukan. Tujuannya sebagai 
alat komunikasi dalam  alih ilmu dan teknologi dari negara-negara yang menggunakan 
Bahasa Mandarin dan aksara Han. 

Kedudukan, fungsi, tujuan di atas disarikan berikut ini: 
1)	 Bahasa Mandarin adalah bahasa asing.
2)	 Pengajaran Bahasa Mandarin dilaksanakan guna membangun bangsa dan negara 

Indonesia.
3)	 Pengajaran Bahasa Mandarin ditujukan kepada semua peserta didik di Indonesia.
4)	 Pengajaran Bahasa Mandarin dimanfaatkan dalam alih ilmu dan teknologi dari 

RRT, Taiwan, Singapura atau negara lainnya yang menggunakan Bahasa Mandarin.
5)	 Pengajaran Bahasa Mandarin harus memanfaatkan pakar linguistik Sinika 

Indonesia dan guru Bahasa Mandarin bangsa Indonesia.

Ada empat komponen dalam rencana strategis ini, yakni supervisi, kurikulum, 
guru dan bahan ajar.  

4.1	S upervisi

Kemdikbud dibantu oleh badan-badan resmi pemerintah seperti Badan Standar 
Nasional Pendidikan (BSNP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Bahasa (P4TK Bahasa) bertugas memandu, mengawasi dan 
memantau pelaksanaan pengajaran Bahasa Mandarin di jenjang SMA/MA/SMK dan 
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perguruan tinggi dari aspek kurikulum, guru dan bahan ajar. Pejabat berwenang di 
Kemdikbud beserta dirjen-nya yang berhubungan dengan pengajaran Bahasa Mandarin, 
P4TK Bahasa atau badan resmi lainnya harus seorang sarjana Sinologi lulusan universitas 
di Indonesia. Keharusan ini menjadi alasan utama karena mereka telah dididik secara 
ilmiah tentang Sinologi, seperti ilmu bahasa (linguistik) Bahasa Mandarin, budaya, 
sejarah, sastra, politik, filsafat, dan sebagainya. Dengan demikian, pejabat tersebut 
mengetahui dengan tepat dan jelas situasi pengajaran Bahasa Mandarin di Indonesia; apa 
yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan;  langkah apa yang harus dan boleh dilakukan; 
langkah apa yang tidak boleh dilakukan. Semua kebijakan yang ditetapkan harus selalu 
berlandaskan Politik Pendidikan Nasional dan Kebijakan Bahasa Nasional. 

Mengenai hal di atas, saya berharap Kemdikbud melibatkan pakar Sinologi 
lulusan Indonesia—bukan penutur Bahasa Mandarin yang mahir berbahasa Mandarin 
sebagai bahasa ibunya—dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan 
pengajaran Bahasa Mandarin di Indonesia. Di Indonesia berdiri Universitas Indonesia 
yang memiliki Program Studi Cina sejak tahun 1954. Sejak berdirinya Jurusan Sinologi 
pada tahun itu sudah dihasilkan empat profesor, yakni Alm. Prof. Dr. Tjan Tjoe Som, 
Prof. Dr. Gondomono, Prof. Dr. A. Dahana dan saya sendiri. Di samping itu, dihasilkan 
pula beberapa doktor Sinologi. Dengan demikian, Kemdikbud dapat memanfaatkan 
tenaga para profesor dan doktor di atas, tak terkecuali doktor Sinologi dari universitas 
lain di Indonesia.

4.2	K urikulum dan Tingkat Kemahiran

Pada tahun 2011 Kemdikbud melalui BSNP melakukan perbaikan kurikulum 
nasional SMA/MA Bahasa Mandarin tahun 2004. Dalam kurikulum tersebut ditetapkan 
standar Bahasa Mandarin untuk SMA kelas pilihan, kelas bahasa dan MA.

Standardisasi Bahasa Mandarin di tingkat pendidikan nonformal dan informal 
dilakukan melalui Uji Kompetensi Bahasa Mandarin. Uji Kompetensi Bahasa Mandarin 
merupakan pengganti Ujian Nasional Bahasa Mandarin yang dianggap gagal. Uji 
Kompetensi dapat dijadikan tolok ukur kemahiran berbahasa asing seorang peserta didik 
kursus/pendidikan nonformal dan informal lainnya. Lembaga Sertifikasi Kompetensi 
Bahasa Mandarin Indonesia (LSKBMI) merupakan lembaga yang diakui dan dibina 
oleh Kemdikbud untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Bahasa Mandarin. Sertifikat 
kompetensi yang diterbitkan LSKBMI menunjukkan tingkat kemahiran yang sekaligus 
menjadi standar baku kemahiran Bahasa Mandarin di Indonesia yang belum tertata 
selama ini. LSKBMI dikelola oleh para akademisi yang berkualifikasi magister sampai 
profesor di bidang linguistik Sinika (linguistik Bahasa Mandarin), baik linguistik teoretis 
maupun linguistik terapan pengajaran bahasa.

Hal lain yang ditemukan pada universitas penyelenggara program studi Cina. 
Standardisasi program studi Cina di universitas-universitas di Indonesia belum 
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dilaksanakan. Tidak heran bila ada program studi Cina memfokuskan diri pada bidang 
ekonomi atau bidang lainnya. Bagaimana pelaksanaan kurikulum wajib studi Cina yang 
sudah digariskan oleh Kemdikbud? Sekali lagi, peran Direktorat Pendidikan Tinggi 
Kemdikbud akan dipertanyakan jika ada program studi Cina memiliki kurikulum yang 
menyimpang dari Kebijakan Bahasa Nasional.

Melalui artikel ini disajikan standar tingkat kemahiran Bahasa Mandarin beserta 
kriterianya5.

Nomor Tingkat Kemahiran Penguasaan Kata Penguasaan Karakter Han

1 Prakomunikatif 走进汉语 600-1000 kata/ 词 200-400 karakter Han/汉字

2 Komunikatif  初级汉语 1000-1500 kata/ 词 400-600 karakter Han/ 汉字

3 Efektif 基础汉语 1500-2500 kata/ 词 600-1000 karakter Han/ 汉字

4 Produktif 中级汉语 2500-3500 kata/ 词 1000-1750 karakter Han/ 汉字

5 Selektif 高级汉语 3500-5000 kata/ 词 1750-3000 karakter Han/ 汉字

Tabel 1: lima tingkat kemahiran Bahasa Mandarin beserta  penguasaan kata dan karakter Han

Tingkat Prakomunikatif merupakan tingkat terendah. Dalam pelaksanaannya, 
sebuah satuan pendidikan dimungkinkan membagi tingkat Prakomunikatif menjadi 
Prakomunikatif 1, 2; tingkat Komunikatif dibagi menjadi Komunikatif 1, 2. Hal itu dapat 
dilakukan sesuai jumlah jam belajar dari satuan pendidik.

Berdasarkan kelaziman dunia internasional, kriteria yang digunakan dalam 
menentukan tingkat kemahiran adalah jumlah kata dan karakter Han yang dikuasai. 
Dua aspek itu dihubungkan dengan kemampuan bekerja. Misalnya, orang yang berada 
pada tingkat Prakomunikatif dan Komunikatif, keduanya dapat bekerja sebagai juru 
ketik. Hanya saja kemampuan mengetik orang pada tingkat Komunikatif lebih tinggi 
daripada tingkat Prakomunikatif karena penguasaan kata dan karakter Han-nya lebih 
banyak. Tingkat Efektif dan Produktif setara dengan kemahiran mahasiswa program 
studi Cina tahun 3 dan 4. Penguasaan Bahasa Mandarinnya masih bersifat umum, 
sedangkan penguasaan Bahasa Mandarin  tingkat Selektif berada di bidang khusus atau 
spesialisasi seperti akupuntur, sekretaris, pemandu wisata, bisnis, dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan Pemerintah, pengajaran Bahasa Mandarin di bidang 
pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan tinggi (universitas, akademi) terdiri dari 
beberapa jenis pendidikan.

5	  Tingkat kemahiran ini mengikuti ketentuan dari LSKBMI dalam melaksanakan Uji Kompetensi Bahasa 
Mandarin.
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Perbandingan tingkat kemahiran dengan jenis pendidikan

Pendidikan Menengah Pendidikan Tinggi (universitas, akademi) 
program studi Cina

Spesiali-        
sasi

Nonformal Formal Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4

Bidang 
teknis/

spesialis

Kur-
sus

Pela-
tihan

dan 
lain-
lain

SMU/ MA SMK
Bidang 

nonteknis/
spesia-

lis

Bidang 
nonteknis/

spesia-
lis

Bidang 
nontek-
nis/spe-

sialis

Bidang 
nonteknis/

spesia-
lis

Pilihan
(topik

umum)

Bahasa
(topik 
umum 

yang lebih 
dalam)

(topik 
khusus)

Prakomunikatif

走进汉语

Prakomu-
nikatif 

走进汉语

Prakomu-
nikatif

走进汉语

Prakomu-
nikatif

走进汉语

Prakomu-
nikatif

走进汉语

Komuni-
katif

初级汉语

Efektif

基础汉语

Produktif

中级汉语

Selektif

高级汉语

600-1000 kata/ 词,

200-400 k. Han/ 汉字

600-1000 
kata/ 词,

200-400 k. 
Han/ 汉字

600-1000 
kata/ 词,

200-400 
k.Han/ 汉
字

600-1000 
kata/ 词,

200-400 k. 
Han/ 汉字

600-1000 
kata/ 词,

200-400 
k.Han/ 汉
字

1000-1500 
kata/ 词,
400-600 k. 
Han/汉字

1500-
2500 
kata/ 词, 
600-1000 
k. Han/ 
汉字

2500-3500 
kata/ 词, 
1000-1750 
k. Han/ 汉
字

3500-
5000 
kata/ 词, 
1750-
3000 k. 
Han/ 汉
字

Bagan 2. Tabel perbandingan tingkat kemahiran dengan jenis pendidikan

Jumlah kata dan karakter Han yang tertera pada tabel di atas merupakan jumlah 
keseluruhan yang dikuasai peserta didik pada akhir jenjang pendidikan bagi yang 
mulai belajar Bahasa Mandarin dari nol. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan 
menengah formal (SMA/MA/SMK) dan nonformal (kursus, pelatihan, dan sebagainya).  
Tingkat kemahiran yang dicapai berada pada jenjang Prakomunikatif 走进汉语. 
Penentuan itu didasarkan pada jumlah jam belajar sekitar 180 jam selama tiga tahun 
belajar untuk SMA/MA/SMK, termasuk kursus atau pelatihan.
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Pada pendidikan tinggi (universitas, akademi) pencapaian tingkat kemahiran 
dimulai dari yang paling rendah (Prakomunikatif 走进汉语) pada tahun 1. Pengulangan 
di tingkat Prakomunikatif 走进汉语 dilakukan karena tidak semua mahasiswa di tahun 
pertama mendapat pelajaran Bahasa Mandarin di sekolah menengah. Dari tahun kedua 
sampai tahun keempat, setiap tahun terdapat peningkatan penguasaan kata dan karakter 
Han yang cukup banyak. Pada tahun kedua tingkat yang dicapai adalah Komunikatif 初
级汉语, tahun ketiga tingkat Efektif 基础汉语. Pada tahun terakhir di universitas dapat 
dicapai tingkat Produktif 中级汉语. Bagi yang berminat belajar di bidang khusus seperti 
kedokteran Cina, pengobatan Cina, bidang teknik, bidang ekonomi, dan sebagainya,  
kemahiran Bahasa Mandarinnya harus berada di atas tingkat Produktif, yaitu tingkat 
Selektif 高级汉语.

Pembelajaran Bahasa Mandarin di sekolah menengah atas dewasa ini merupakan 
persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi tidak 
merupakan dasar untuk tingkat Komunikatif/初级汉语 di perguruan tinggi. Hal itu 
disebabkan karena pengajaran Bahasa Mandarin yang variatif di sekolah-sekolah 
menengah di Indonesia: ada sekolah yang menjadikan Bahasa Mandarin sebagai salah 
satu mata pelajaran wajib lulus (intrakurikuler); ada sekolah yang hanya menjadikan 
Bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran tidak wajib (ekstrakurikuler). Di daerah 
tertentu seperti pulau Batam, Pontianak, Singkawang, Medan dan beberapa kota lainnya 
tingkat kemahiran Bahasa Mandarin siswa jauh lebih tinggi dari pada daerah lainnya. 
Hal ini tidak mengherankan karena Bahasa Mandarin merupakan bahasa komunikasi 
sehari-hari di daerah tersebut. 

Dengan adanya perbedaan tingkat kemahiran di sekolah-sekolah menengah atas, 
Pemerintah perlu berdiskusi dengan para pakar linguistik Sinika—baik linguistik teoretis 
maupun pengajaran bahasa—untuk mengatasi masalah ini. Keberadaan Bahasa Mandarin 
yang beragam ini menjadi dasar untuk menetapkan pengajaran Bahasa Mandarin di tahun 
pertama perguruan tinggi dewasa ini tidak berada pada tingkat Komunikatif 初级汉, 
tetapi tetap di Prakomunikatif/走进汉语. Kesinambungan pengajaran di SMA/MA/SMK 
ke perguruan tinggi/akademi menjadi masalah tersendiri bagi pengajaran bahasa asing di 
Indonesia. Pemerintah harus berpikir secara holistis—dari pendidikan menengah sampai 
pendidikan tinggi—untuk mengatasi masalah di atas.

4.3 Guru

Hal yang memprihatinkan adalah kurangnya tenaga guru dan dosen Bahasa 
Mandarin di sekolah dan perguruan tinggi. Bantuan tenaga guru atau dosen dari RRT 
tidak boleh menyaingi atau mematikan mata pencaharian dan kreativitas guru dan dosen 
Indonesia. Pemerintah harus melindungi kepentingan guru Indonesia. Guru asing tidak 
diberi fasilitas yang berlebihan sehingga terjadi diskriminasi antara  guru Indonesia dan 
guru asing dari segi finansial, perlakuan, fasilitas, dan sebagainya. Pemerintah harus 
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menetapkan dan menjalankan secara ketat tingkat pendidikan dan kualifikasi guru 
bantu. Pemanfaatan tenaga guru harus mendahulukan kepentingan guru WNI, bukan 
sebaliknya. Hal yang harus disadarkan kepada satuan pendidik atau sekolah  adalah 
bahwa pendidikan bukan tempat mencari keuntungan finansial, melainkan untuk 
mencerdaskan dan memajukan bangsa Indonesia.

Dewasa ini orang yang disebut “guru” beraneka ragam. Pemerintah perlu 
menyelesaikan masalah kualifikasi mereka. Sesuai ketentuan Pemerintah, guru harus 
berijazah  S1. Tetapi tuntutan ini belum dipenuhi mengingat belum ada universitas 
yang khusus menghasilkan guru Bahasa Mandarin. Oleh karena itu, Pemerintah perlu 
mendukung dan memfasilitasi didirikan universitas penghasil guru SMA/MA/SMK.

Apa yang dilakukan terhadap guru yang ada sekarang ini? Pemerintah harus 
mengadakan program pendidikan pengajaran Bahasa Mandarin khusus bagi guru yang 
belum berijazah S1 agar mereka mencapai kualifikasi setaraf S1. 

Bagaimana dengan guru bantu dari RRT? Sesuaikah pengeluaran finansial 
sekolah dengan manfaat yang diperoleh? Penggunaan guru bantu tersebut apakah 
bukan semata-mata untuk menaikkan gengsi sekolah karena mampu menggaji guru 
orang Cina “asli”. Bagaimana implementasi Kebijakan Bahasa Nasional mengenai guru 
bantu dari RRT dan guru Indonesia sendiri? Sejumlah pertanyaan muncul di masyarakat 
mengenai guru bantu dan peningkatan kemampuan guru Indonesia. Ini merupakan 
masalah serius yang perlu dipecahkan dengan melibatkan pakar Sinologi.

Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Apakah keadaan pengajaran 
Bahasa Mandarin di Indonesia sudah begitu mendesak sehingga perlu mendatangkan 
guru bantu dari RRT? Jika memang diperlukan, harus dibuat persyaratan akademis 
dan ketentuan finansial terhadap guru bantu yang tidak merendahkan guru Indonesia.
Apa makna istilah “guru bantu”? Apakah sekolah harus mengeluarkan dana khusus 
untuk guru bantu?  Semua persyaratan kerja guru bantu harus sesuai dengan ketentuan 
Pemerintah tentang tenaga kerja asing di Indonesia. Dana yang dikeluarkan untuk guru 
bantu tidak boleh melebihi gaji guru Indonesia. Kemdikbud berhak mengeluarkan standar 
gaji dan tunjangan bagi guru asing yang tidak boleh melebihi standar gaji guru Indonesia.

Kebijakan apapun yang ditetapkan harus melindungi guru Indonesia. Pemerintah 
sudah saatnya mendirikan universitas pendidikan yang menghasilkan guru Bahasa 
Mandarin tanpa perlu mendatangkan guru bantu dari RRT.

4.4. Bahan Ajar

Pada tahun 2010 melalui kerja sama antara BSNP dan Pusat Kurikulum dan 
Perbukuan juga telah dihasilkan instrumen penulisan  buku ajar Bahasa Mandarin.Instrumen 
ini digunakan oleh para penulis buku ajar untuk menulis buku ajar Bahasa Mandarin 
tingkat SMA/MA. Pencapaian dua komponen di atas menunjukkan kinerja yang baik dari 
Kemdikbud dan BSNP, walaupun masih perlu dilakukan pembenahan di sana-sini.
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Beberapa hal yang harus diperhatikan tentang buku ajar. Banyak penulis 
Indonesia menulis buku pelajaran Bahasa Mandarin, tetapi buku-buku tersebut belum 
layak digunakan di SMA/MA/SMK. Kekurangannya dalam hal: kebakuan Bahasa 
Mandarin, kebakuan Bahasa Indonesia, sistem ejaan Hanyu Pinyin yang tidak betul, 
istilah gramatika yang baku dalam Bahasa Indonesia, pengetahuan teoretis penulis 
mengenai tata bahasa Mandarin tidak memadai. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah 
sudah mengambil langkah yang diuraikan pada paragraf pertama subbab ini. Saran 
kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan adalah agar mengadakan pelatihan penulisan 
buku ajar Bahasa Mandarin berdasarkan instrumen yang disusun BSNP kepada para 
calon penulis buku ajar. Dengan adanya tuntunan, bimbingan dan pengarahan, 
dipastikan mutu buku yang disusun akan lebih baik dibandingkan saat ini (tanpa 
pelatihan menulis buku ajar).

Bahan ajar hendaknya mencerminkan kebutuhan pembelajar Indonesia dewasa 
ini, bercirikan budaya nasional Indonesia walaupun mengajarkan juga budaya Cina. 
Pengadaan buku ajar tidak boleh bermotif bisnis, terlebih lagi mengharuskan 
pemakaiannya tanpa seizin BSNP dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Buku ajar yang 
digunakan di sekolah-sekolah Indonesia harus dicetak dan diterbitkan oleh pencetak 
dan penerbit Indonesia di wilayah NKRI. Penulis buku ajar adalah orang Indonesia; bila 
menggunakan jasa tenaga asing, tenaga tersebut hanya sebagai mitra kerja (konsultan), 
bukan pengarang. Dengan cara demikian, kita akan meningkatkan kualitas guru 
Indonesia dalam mengajar dan menulis buku ajar.

Dewasa ini banyak SMA/SMK digunakan buku ajar yang ditulis oleh penulis 
utama dari RRT, dicetak dan diterbitkan di RRT. Buku itu sudah digunakan di Indonesia 
tanpa persetujuan BSNP dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan sebagai badan yang 
berwenang menentukan layak pakai sebuah buku ajar. Di sini timbul pertanyaan, 
apakah hal itu diketahui dan diijinkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah? 
Mengapa terjadi hal di atas?

5. Kesimpulan

Menghidupkan kembali pengajaran Bahasa Mandarin sejak 1989 belum 
menunjukkan peran maksimal Kemdikbud melaksanakan Politik Bahasa Nasional dan 
Kebijakan Bahasa Nasional. Hal itu dapat dipantau dengan adanya pengajaran Bahasa 
Mandarin sejak SD, bahkan di TK, apalagi akhir-akhir ini muncul  “Sekolah tiga Bahasa 
(Inggris, Mandarin, Indonesia)”. 

Kebutuhan mendesak yang harus dilakukan pemerintah adalah “mencetak” 
guru Bahasa Mandarin. Caranya, bukan mendatangkan guru bantu dari RRT, tetapi 
“mencetak” guru Bahasa Mandarin yang berkewarganegaraan Indonesia serta 
meningkatkan mutu guru yang sudah ada.
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Penyusunan buku ajar Bahasa Mandarin harus dikoordinasikan oleh Pusat 
Kurikulum dan Perbukuan dengan mengadakan pelatihan penulisan buku ajar kepada 
para penulis buku ajar berkewarganegaraan Indonesia. Buku ajar yang dihasilkan harus 
dicetak di wilayah NKRI.

Kemdikbud perlu bekerja sama dengan pakar linguistik Sinika (teoretis dan 
terapan—pengajaran bahasa) Indonesia dalam membuat kurikulum, bahan ajar, 
peningkatan mutu guru, pendirian universitas pendidikan Bahasa Mandarin, karena  
pakar Indonesia—bukan pakar asing—yang paling mengetahui situasi dan kondisi di 
Indonesia. Tidak ada diskriminasi antara guru asing dan guru Indonesia dalam hal 
fasilitas, honor, perlakuan, dan sebagainya.
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